
 



GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KAB. BULUKUMBA 
 

Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan 
bagi setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan Informasi yang mereka butuhkan, dan  
kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat  
waktu dan sederhana. 

 
Merajuk dari Undang – Undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka lahirlah 
Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 08 tahun 2013 tentang Standar Layanan Informasi Publik Lingkup 
Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Perbup ini mengatur bahwa hak untuk memperoleh informasi 
merupakan persyaratan yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan  
yang baik, terbuka dan akuntabel juga keterbukaan informasi publik merupakan saran dalam 
mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik. 

 
Agar pelayanan publik dapat berjalan secara terstruktur maka Pemerintah Kabupaten Bulukumba juga  
telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2022 Tentang 
Pembentukan Komisi Informasi Daerah yang salah satu tujuannya adalah membangun kesadaran  
masyarakat tentang haknya terhadap informasi dan membuat Surat Keputusan Nomor Kpts.188.45-463 
tahun 2022 Tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan 
Pemerintah Daerah. Peraturan ini bertujuan untuk : 
1. Memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi public. 
2. Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan 

informasi publik yang berkualitas. 
3. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik. 
4. Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebaimana diatur 

dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008. 

 
DASAR HUKUM 

 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; 
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan 

Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. 
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 

Urusan PemerintahKonkuren Bidang Komunikasi dan Informatika; 
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Komisi 

Informasi Daerah. 
 

STRUKTUR ORGANISASI 
 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bulukumba yang dibentuk berdasarkan 
Keputusan Bupati Bulukumba Nomor Kpts. 188.45-463 tahun 2022 sebagai Ketua PPID Utama adalah 
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. 



Struktur Organisasi Sebagai Berikut : 
 

 
 

SARANA DAN PARASARANA 
 

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik terdiri dari 
1. Ruangan Sekretariat PPID 



2. Ruang Pelayanan PPID 

 

3. Alur Pelayanan PPID 



4. Maklumat Pelayanan 

 
5. SOP PPID 

a) SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik 



b) SOP Pendokumentasian Informasi Publik 
 
 



c) SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan 
 



d) SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik 
 



e) SOP Pengelolaan Keberatan Informasi Publik 
 



f) SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik 
 



g) SOP Permohonan Informasi Publik 
 



Formulir Permohonan Informasi 



Formulir Register Permohonan Informasi Publik 
 



Formulir Pemberitahuan Tertulis 
 



Formulir Surat Keputusan Penolakan 
 



Formulir Keberatan 
 



Formulir Register Keberatan 
 



SUMBER DAYA MANUSIA 
 

Berdasarkan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor Kpts.188.45-122 tahun 2022 Tentang 
Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Daerah. Susunan Keanggotaan  
PPID Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut : 

 



 



 



 









KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN 
 

1. Pemaparan materi dalam rangka Monitoring Evaluasi 2022 di Kantor Komisi Informasi 
Provinsi Sulawesi Selatan 
 

 
 

  



2. Penandatangan MOU bersama Jurnaluis dan Organisasi Masyarakat 
 

 

 



3. Talk Show Opini Publik 
 

 



 



PERMASALAHAN 
 

Permasalahan utama yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Bulukumba (PPID Utama) antara lain : 
1. Belum adanya admin/operator pembantu di OPD; 
2. Belum berperan aktifnya PPID Pembantu (PPID di OPD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa) dalam 

memberikan Daftar Informasi Publik (DIP); 
3. Belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang Informasi yang dikecualikan; 
4. Belum dilaksanakannya Desk penentuan Daftar Informasi Publik dengan masing-masing Badan 

Publik; 
5. Belum meratanya pemahaman tentang keterbukaan informasi publik dikalangan aparatur 

pemerintah; 
6. Adanya mutasi pegawai sehingga program PPID terputus dan tidak berkelanjutan; 
7. Anggaran PPID yang belum mencukupi. 

 
PENUTUP 

 

Demikian kami sampaikan laporan layanan informasi dan dokumentasi kegiatan PPID Utama Tahun 
2022, semoga tahun depan laporan kegiatan PPID Utama bisa lebih lengkap lagi dengan laporan 
dari masing – masing PPID Pembantu perihal laporan permohonan informasi, sengketa informasi 
dan penyelesaiaan sengketa informasi. 
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